SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 3% TAHUN go02%

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI

Menimbang :

a.

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,
bahwa untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan
efisiensi, serta memperkuat mekanisme penegakan aturan
pendaftaran dan pemeriksaaan harta kekayaan penyelenggaraan

negara, diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif;

bahwa ketentuan terkait ruang lingkup wajib lapor, jangka waktu
penyampaian, dan ketentuan verifikasi laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dalam Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran
pengumuman dan pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara perlu dilakukan Penyesuaian mengikuti perkembangan
hukum sehingga perlu diubalb;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubaan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pembentukan
kabupaten landak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomorl83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3970),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897),

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor Nomor 6718);




Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 57), sebagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020
Nomor 1536};

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2022 Nomor 36). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelanggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor
21).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.

Pasal |

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 36 Tahun 2022

A

e N oo

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2022 Nomor 36} diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a.Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
b.Pejabat Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Landak terdiri dari:
1.

Bupati;

Wakil Bupati;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

Pejabat Administrator yang berstatus selaku Pengguna
Anggaran;

Pejabat Fungsional Auditor;

Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah;
Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;

Staf Khusus;

Ajudan Bupati;

10. Pejabat Pembuat Komitmen;
11. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa;
12. Pejabat Administrator.




Pasal Il

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintabkan Perundangan Peraturar
Bupati ini dengan penempatannya dakim Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 jenusw goir
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